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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1  Kajian Pustaka
2.1.1 Pengertian Akuntansi

Dalam setiap perusahaan ilmu akuntansi sangat diperlukan untuk mengelola
perusahaannya, agar dapat diketahui kemajuan dan kemunduran dari usaha sebuah
perusahaan tersebut. Dengan adanya akuntansi perusahaan dapat mengontrol laju
perkembangan perusahaannya.

Pengertian akuntansi menurut James M. Reeve,dkk (2009:9) yang dialih
bahasakan oleh Damayanti Dian adalah sebagai berikut:

“Akuntansi (accounting) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang

menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas

ekonomi dan kondisi perusahaan.”

Pengertian menurut Kieso, et al (2010) dalam Dwi Martani (2012:4) adalah
sebagai berikut:

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output

berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna

internal maupun eksternal entitas.”
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Sedangkan pengertian akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:4) adalah

sebagai berikut: “Akuntansi adalah bahasa bisnis, setiap organisasi menggunakannya

sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis”.

Dari kutipan pengertian Akuntansi diatas maka penulis berkesimpulan bahwa

akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan keuangan untuk

pengguna internal dan eksternal perusahaan dan sebagai alat komunikasi bisnis.

Selain itu Dwi Martani (2012:4), mengemukakan bahwa akuntansi terdiri dari

empat hal penting yaitu sebagai berikut:

2.1.2

Lo

“Input (masukan) akuntansi adalah transaksi yaitu peristiwa bisnis yang
bersifat keuangan. Suatu transaksi dapat dicatat dan dibukukan ketika ada
bukti yang menyertainya.

Proses, merupakan serangkaian kegiatan untuk merangkum transaksi
menjadi laporan. Kegiatan itu terdiri dari proses identifikasi apakah
kejadian merupakan transaksi, pencatatan transaksi, penggolongan
transaksi, dan pengikhtisaran transaksi menjadi laporan keuangan.

Output (keluaran) akuntansi adalah informasi keuangan dalam bentuk
laporan keuangan.

Pengguna informasi keuangan adalah pihak yang memakai laporan
keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna informasi akuntansi
terdiri dari dua yaitu pihak internal dan eksternal.”

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan dasar untuk mendapatkan informasi-

informasi yang tepat dan cepat. Tepat artinya data benar-benar berguna dan dapat

dipercaya kebenarannya. Sedangkan cepat berarti informasi akuntansi dapat membuat

perusahaan mampu beroperasi secara efektif dan efisien karena kegitan akuntansi
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pada perusahaan atau organisasi menjadi lebih cepat dan mudah, serta menghasilkan
informasi yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.
Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:72) adalah sebagai
berikut :
“Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi)
dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling
berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi
informasi keuangan”.

Zaki Baridwan (2004:4) juga mengemukakan pengertian sistem informasi
akuntansi yaitu sebagai berikut:

“Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan,

menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkombinasikan informasi

keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar

(seperti inspektorat pajak, investor, dan kreditor) pihak-pihak dalam (terutama
manajemen).”

Sedangkan Bodnar dan Hopwood (2010:1) mengemukakan pengertian sistem
informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

“An accounting information system is a collection of resources, such as

people and equipment, designed to transform financial and other data into

information”

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah
kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk

mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi.
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Bodnar and Hopwood (2010:1) menyatakan bahwa pengertian sistem
informasi akuntansi adalah :

“Collection of resources, such as people and equitment, designed to

transform financial and other data into information. This information is

communicated to a wide variety of decision makers.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem
informasi  akuntansi adalah kumpulan dari sumber daya yang akan
mentransformasikan data-data keuangan menjadi informasi yang diolah secara
manual maupun dengan bantuan komputer yang berguna bagi pengambilan
keputusan.

Definisi tersebut menggambarkan bahwa formulir-formulir, catatan-catatan,
dan prosedur-prosedur serta jenis-jenis alat yang digunakan untuk mengolah data
yang berhubungan operasi dari suatu badan usaha yang bertujuan untuk menghasilkan
umpan balikdalam bentuk laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk

mengendalikan operasi perusahaan.

2.1.2.1 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu langkah untuk melaksanakan
kegiatan perusahaan demi tercapainya suatu tujuan, dengan ini maka diperlukan
beberapa unsur-unsur sistem informasi akuntansi yang terdiri dari beberapa pokok

seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi (2008:3) sebagai berikut:
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. “Formulir

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya
transaksi. Dengan formulir ini data yang bersangkutan dengan transaksi
yang direkam pertama kali dijadikan dasar dalam pencatatan.

. Jurnal

Jurnal merupakan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatata,
mengklasifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam
jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data keuangan dan data
lainnya. Dalam jurnal ini pula terdapat kegiatan peringkasan data, yang
hasilnya kemudian di posting ke rekening yang bersangkutan dalam buku
besar.

. Buku Besar

Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal.
Rekening buku besar ini disatu pihak dipandang sebagai wadah untuk
menggolongkan data keuangan, dipihak lain dapat dipandang juga sebagai
sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

. Buku Pembantu

Buku besar pembantu terdiri dari rekening-rekening pembantu yang
merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam
buku besar. Buku besar dan buku pembantu merupakan catatan akuntansi
akhir, yang berarti tidak ada catatanakunatnsi lain lagi sesudah data
akuntansi diringkas dan digolongkan dalam rekening buku besar dan buku
pembantu.

Laporan keuangan

Laporan merupakan hasil akhir proses akuntansiyang berupa neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan harga pokok
produksi, laporan biaya pemasaran dan lain sebagainya.”

Sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur seperti yang

diungkapkan Bodnar dan Hopwood (2010:1) sebagai berikut:

1.

“People and equipment

2. Data

3.

Information.”
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2.1.2.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa bagian yang

saling berintegrasi yang membentuk sebuah sistem. Komponen sistem informasi

akuntansi menurut Romney dan Steinbart (2009:28) adalah sebagai berikut:

=

“People the who operate the system and perform various function.

2. The procedures and indtruction both manual automated, involved in
collecting.

The data about organization and its business processes

The software used to process the organization’s data

The information technology infrastructure, including, computers,
peripheral devices and network communication devices used to collect,
strore, process, and transmit data and information.

6. The internal controls and security measure that safeguard the data in the
accounting information system.”

ok w

Berdasarkan pernyataan Romney dan Steinbart dapat dijelaskan bahwa

komponen sistem informasi terdiri dari:

1.

2.

Orang-orang yang mengoperasikan sistem dan melakukan berbagai fungsi.
Prosedur dan intruksi baik manual maupun otomatis, dan terlihat dalam
pengumpulan sistem.

Data tentang organisasi dan proses bisnis.

Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses dan data organisasi.
Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan
peralatan untuk komunikasi jaringan.

Internal control dan langkah-langkah keamanan yang menjaga data dalam sistem

informasi akuntansi.
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Sedangkan komponen sistem informasi menurut Azhar Susanto (2013:58)
adalah sebagai berikut:

1. “Perangkat Keras (Hardware)

2. Perangkat Lunak (Software)

3. Manusia (Brainware)
4. Prosedur (Procedure)
5
6

. Basis Data (Database)
. Jaringan Komunikasi (Communication Network).”

Adapun Penjelasan mengenai komponen sistem informasi menurut Azhar

Susanto (2013:208) sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)
Hardware merupakan peralatan phisik yang dapat digunakan untuk
mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan dan mengeluarkan hasil
pengolahan data dalam bentuk informasi.

2. Perangkat Lunak (Software)
Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk
menjalankan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan
kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis.
Software dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya
yaitu perangkat lunak sistem (sytem software) dan perangkat lunak aplikasi
(application software).

3. Manusia (Brainware)
Brainware atau sumber daya manusia (SDM) SI/SIA merupakan bagian

terpenting dari komponen sistem informasi (SI) dalam dunia bisnis yang dikenal
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sebagai sistem informasi akuntansi. Komponen SDM ini merupakan bagian yang
tak terpisahkan dengan komponen lainnya didalam suatu SI sebagai hasil dari
perencanaan, analisis, perancangan, dan strategi implementasi yang didasarkan
kepada komunikasi diantara sumber daya manusia yang terlinat dalam suatu
ogranisasi.

Prosedur (Procedure)

Procedure adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara
berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu
organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam. Jika prosedur
telah diterima oleh pemakai sistem informasi maka prosedur akan menjadi
pedoman bagaimana fungsi sistem informasi tersebut harus dioperasikan. Dengan
adanya prosedur yang memadai maka pengendalian dapat dilakukan dengan baik.
Basis Data (Database)

Data adalah fakta baik dalam bentuk angka-angka, huruf-huruf atau apapun yang
dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi.

. Jaringan Komunikasi (Communication Network)

Jaringan komunikasi atau komunikasi data dapat didefinisikan sebagai
penggunaan media elektronik atau cahaya untuk memindahkan data atau
informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa lokasi lain yang bebeda.

Komunikasi yang terjadi di antara beberapa pihak yang berkomunikasi harus
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difasilitasi dengan infrastruktur berupa jaringan telekomunikasi yang
konfigurasinya bisa berbentuk bintang (star), cincin (ring), dan hirarki (BUS).

Dengan demikian dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi tidak

hanya dibutuhkan operator yang menjalankannya, karena pada dasarnya operator

yang menjalankan sistemharus berpedoman pada prosedur-prosedur dan didukung

oleh infrastruktur terkonologi seperti software, komputer, dan peralatan pendukung

lainnya. Tanpa itu sebuah sistem tidak akan berjalan dengan baik.

2.1.2.3 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang baik dalam pelaksanaanya diharapkan akan
memberikan atau menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas serta akan
memberikan manfaat bagi pihak manajemen khususnya pemakai-pemakai informasi
lainnya dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama sistem informasi akuntansi
adalah mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat menghasilkan berbagai
informasi akuntansi yang berkualitas yaitu informasi yang tepat waktu, relevan,
akurat, dapat dipercaya, dan lengkap secara keseluruhan informasi akuntansi tersebut
mengandung arti dan berguna.

Adapun beberapa fungsi sistem informasi akuntansi dari para ahli salah
satunya menurut Azhar Susanto (2013:8) mengemukakan bahwa terdapat tiga fungsi

utama sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :
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“Mendukung aktivitas sehari-hari perusahaan.

Suatu perusahaan agar tetap bisa eksis perusahaan tersebut harus terus
beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya
disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan,
proses produksi dan penjualan. Transaksi akuntansi untuk diolah oleh
sistem pengolahan transaksi (SPT) yang merupakan bagian atau sub dari
sistem indormasi akuntansi, data-data yang bukan merupakan data
transaksi akuntansi dan data transaksi lainnya yang tidak ditangani oleh
sistem informasi lainnya yang ada diperusahaan dengna adanya sistem
informasi akuntansi dapat melancarkan operasi yang dijalankan
perusahaan.

Mendukung proses pengambilan keputusan.

Tujuan yang sama pentingnya dari sistem informasi akuntansi adalah
untuk memebrikan informasi yang diperlukan dalam pengambilan
keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan
dan pengendalian aktivitas perusahaan.

Membantu dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan
Setiap perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung
jawab yang penting adalah keharusannya member informasi kepada
pemakai yang berada diluar perusahaan atau Steackholder yang meliputi
pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor besar, serikat
kerja, analisis keuangan, assosiasi indutri atau bahkan publik secara
umum.”

Selain itu Romney dan Steinbart (2009:29) juga mengemukakan fungsi sistem

informasi yang terdiri dari 3 aspek yaitu :

1.

2.

3.

“Collect and store data about organizational cativities, resources, and
personnel.

Transform data into information that is useful for making decisions so
management can plan, execute, control, and evaluate activities, resources
and personel.

Provide adequate controls to safeguard the organization’s assets,
including its data, to ensure that the assets and data are available when
needed and the data are accurate and reliable.”
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Dari kutipan menurut Romney dan Steinbart dapat dijelaskan bahwa sistem
informasi memiliki 3 fungsi dasar yaitu :

1. Mengumpulkan dan memproses data tentang aktivitas bisnis organisasi secara
efisien dan efektif.

2. Memberikan informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat
keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset organisasi
termasukdata organisasi, serta untuk memastikan bahwa data tersebut tepat pada
saat dibituhkan, akurat, dan andal.

Berdasarkan pernyataan fungsi sitem informasi akuntansi, dapat disimpulkan
bahwa informasi akuntansi menjadi pendukung atau menjadi dasar bagi manajemen
dalam pengambilan keputusan, untuk itu sistem informasi akuntansi harus disusun
atau dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi
dengan efisien dan efektif. Sistem informasi akuntansi juga dapat mengurangi
kemungkinan ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dengan menyediakan
beberapa alternative bagi pemecahan masalah, dari hasil pengolahan data yang
akurat. Sistem informasi akuntansi harus dirancang sedemikian rupa sehingga

mengantisipasi kebutuhan informasi pada berbagai situasi.
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2.1.2.4 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memenuhi kebutuhan informasi baik untuk kebutuhna pihak internal
maupun pihak eksternal, sistem informasi harus didesain sedemikian rupa sehingga
memenuhi fungsinya. Demikian pula suatu sistem infromasi akuntansi dalam
memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-tujuan yang dapat memberikan
pedoman kepada manajemen dalam melakukan tugasnya sehingga dapat
menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama dalam menunjang
perencanaan dan pengendalian.

Azhar Susanto (2013:8), mengemukakan tujuan sistem informasi akuntansi
adalah sebagai berikut:

“Bagi suatu perusahaan, sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan

utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai macam

sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam

penilaian. Pemakai informasi tersebut dapat berasal dari dalam perusahaan
seperti manajer atau dari luar seperti pelanggan dan pemasok.”

Adapun tujuan sistem informasi akuntansi menurut Mulyadi (2008:19)

menyatakan bahwa :

=

“Menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.

2. Memperbaiki informasiyang dihasilkan oleh suatu sistem yang sudah ada,
baik mengenai suatu, ketepatan penggajian maupun struktur informasinya.

3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu
untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informais akuntansi dan
juga untuk menyadiakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban
dan perlindungan terhadap kekayaan perusahaan.

4. Mengurangi biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi.”
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Sedangkan terdapat tiga tujuan utama sistem informasi akuntansi menurut
Wilkinson dalam Jogiyanto (2005:227) yang menyatakan sebagai berikut:

1. “Untuk mendukung operasi sehari-hari (to support the day-to-day

operation)

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision

making by internal decision makers)

3. Untuk  memenuhi kewajiban  yang  berhubungan  dengan

pertanggungjawaban (to fulfill obligations relating to stewardship).”

Dari uraian-uraian tujuan sistem informasi akuntansi di atas, dapat
disimpulkan bahwa sistem informasi digunakan sebagai proyeksi dari tujuan utama
sistem informasi akuntansi yang cepat, efisien, serta membantu manajemen dalam
pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi
juga harus meningkatkan pelayan bagi pengguna informasi baik dari segi internal

maupun eksternal dan akan berguna bagi manajemen dalam mencapai tujuan

perusahaan.

2.1.2.5 Pengguna Sistem Informasi Akuntansi
Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi penggunanya baik
pengguna internal maupun pengguna eksternal sesuai dengan harapan dan
kebutuhannya. Menurut Mardi (2011:11) menyebutkan pihak-pihak yang
memanfaatkan sistem informasi akuntansi perusahaan terdiri dari:
1. “Pihak internal perusahaan. Kelompok ini terdiri para manajer yang dalam
kapasitasnya di perusahaan memerlukan informasi sesuai bentuk tugas dan

tanggung jawabnya, mereka membuat keputusan berdasarkan data dan
informasi yang dihasilkan oleh SIA. Apabila informasi yang mereka



27

perolen dapat menunjang tugasnya, maka kinerja perusahaan akan
meningkat.

Pihak eksternal. Kelompok ini adalah pihak-pihak di luar perusahaan
memiliki kepentingan dengan perkembangan perusahaan, posisi mereka
adakalanya menentukan terhadap eksistensi perusahaan ke depan. Mereka
memerlukan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi,
mereka berada di luar perusahaan, seperti pemegang saham, kreditor, dan
masyarakat umum.”

Adapun menurut James A. Hall yang diterjemahkan oleh Dewi Fitriasari dan

Deny Arnos Kwary (2007:15) pengguna sistem informasi akuntansi meliputi:

1.

“Pengguna eksternal meliputi para kreditor, pemegang saham, calon
investor, lembaga pemerintahan, kantor pajak yang akan menerima
informasi dalam bentuk laporan keuangan, pengembalian pajak, serta
berbagai laporan lainnya yang secara hukum wajib dibuat oleh
perusahaan, serta mitra dagang (pelanggan dan pemasok) menerima
informasi yang berkaitan dengan transaksi, yang meliputi pesanan,
pembelian, tagihan, dan dokumentasi pengiriman.

Para pengguna internal meliputi pihak manajemen ditiap tingkat dalam
perusahaan, serta personel operasional. Berdasarkan pada apa yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Para desainer sistem,
termasuk para akuntan, harus menyeimbangkan keinginan berbagai
pengguna internal dengan sisi hukum dan ekonomi seperti pengendalian
dan keamanan yang memadai, akuntabilitas yang memadai, dan biaya
untuk menyediakan berbagai bentuk alternatif informasi.”

Dapat disimpulkan bahwa pengguna sistem informasi akuntansi terdiri dari

pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal adalah pihak yang ikut dalam

pengelolaan perusahaan yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan

perusahaan, vyaitu staf operasional ataupun para manajer. Sedangkan pengguna

eksternal adalah pihak yang tidak ikut dalam pengelolaan perusahaan, tetapi ikut

menggunakan sistem informasi akuntansi tersebut baik sistem informasinya seperti

para nasabah bank dalam penggunaan ATM atau para pelanggan sebuah perusahaan
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transportasi yang memesan tiket transportasi secara online, maupun hasil dari sistem
informasi akuntansi tersebut yaitu berupa informasi akuntansi seperti pemegang
saham, kreditor, dan masyarakat umum. Sistem informasi akuntansi harus
memberikan nilai atau manfaat yang berdasarkan pada harapan atau kebutuhan para
pengguna internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Dalam penelitian ini,
yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh pengguna internal sistem informasi

akuntansi.

2.1.3 Pengertian Pengendalian Internal

Sukrisno Agoes (2012:100) menjelaskan istilah pengendalian pertama Kali
muncul dalam kamus bahasa Inggris sekitar tahun 1600 dan didefinisikan sebagai
“salinan dari sebuah putaran (untuk akun), yang kualitas dan isinya sama dengan
aslinya. Samuel Johnson dalam Amin Widjaja Tunggal (2013) menyimpulkan
pengertian awal ini sebagai “daftar atau akun yang dipegang oleh seorang pegawali,
yang masing-masing dapat diperiksa oleh pegawai lain.” Sebelumnya istilah yang
dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem
pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi

yang digunakan 1Al adalah pengendalian intern.
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IAPI 2011, dalam Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan pengendalian

intern sebagai:

b)

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan
personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan kreditor
dan para pengguna lainnya. Manajemen memiliki tanggung jawab hukum
maupun profesionalisme untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan
dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan. Tujuan pengendalian
yang efektif terhadap laporan keuangan adalah untuk memenuhi tanggung
jawab pelaporan keuangan ini.

Efektivitas dan efisiensi operasi

Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber
daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran
yang dituju perusahaan.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Perusahaan publik, non-publik maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk
memenuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. Beberapa peraturan ada
yang terkait dengan akuntansi secara tidak langsung, misalnya perlindungan
terhadap lingkungan dan hukum hak-hak sipil. Sedangkan yang terkait erat
dengan akuntansi, misalnya peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.”

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013:3) yaitu:

“Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors,
management, and other personnel, designed to providen reasonable
assurance regarding the achievement of objectives relating to operations,
reporting, and compliance.”

Adapun terjemahan dari pengertian COSO diatas yaitu pengendalian internal

adalah suatu proses yang dipengaruhi dewan direksi, manajemen dan personil

lainnya, pada suatu entitas, didesain untuk menyediakan penjaminan Yyang
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bertanggung jawab mengenai pencapaian tujuan hubungannya dengan operasional,
laporan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian pengendalian internal di atas, dapat dipahami bahwa
pengendalian internal adalah proses, karena hal tersebut menembus kegiatan
operasional organisasi dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen dasar.
Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan
keyakinan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal
dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai,
tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal
meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik-baiknya.
Bahkan bagaimanapun baiknya pengendalian internal yang ideal dirancang, namun
keberhasilan tergantung pada kompetisi dan kendala dari pada pelaksanaannya yang

tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.

2.1.3.1 Tujuan Pengendalian Intern

Pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk
mendorong daya efisiensi dan efektivitas Kkinerja perusahaan. Adapun tujuan
pengendalian internal menurut Azhar Susanto (2013:88) adalah sebagai berikut:

“Tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang
meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai; untuk
mengurangi resiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya
atau kerugain yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan
dan penggelapan; untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat
dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah dipenuhi.”
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Sedangkan menurut Horngren Harrison yang dialih bahasakan oleh Gina

Gania (2012:233) tujuan pengendalian intern (internal control) tersebut adalah

sebagai berikut:

1.

Menjaga aset

Perusahaan harus menjaga asetnya dari pemborosan, inefisiensi, dan
kecurangan.

Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan

Semua orang dalam organisasi — manajer dan karyawan — harus bekerja
mencapai tujuan yang sama. Sistem pengendalian yang memadai
menyediakan kebijakan yang jelas yang menghasilkan perlakuan yang adl
baik bagi pelanggan maupun karyawan.

Mempromosikan efisiensi operasional

Perusahaan tidak boleh memboroskan sumber dananya. Perusahaan
bekerja keras untuk melakukan penjualan, dan tidak ingin menyia-
nyiakan setiap manfaat yang ada. Pengendalian yang efektif akan
meminimalkan pemborosan, yang menurunkan biaya dan meningkatkan
laba.

Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan

Catatan yang akurat merupakan hal yang penting. Tanpa pengendalian
yang memadai, catatan mungkin tidak dapat diandalkan yang
membuatnya tidak mungkin menyatakan bagaimana dari perusahaan yang
menguntungkan dan bagaimana yang memerlukan perbaikan. Perusahaan
dapat kehilangan uang atas setiap produk yang terjual kecuali catatan
yang akurat mengenai biaya produk tersebut telah dibuat.

Menaati persyaratan hukum

Perusahaan, seperti manusia, merupakan hukum, seperti agen regulator
yang mencakup Securities Exchange Commission atau SEC (di AS),
bursa saham, otoritas pajak, dan badan pengatur negara bagian, lokal,
serta internasional. Jika mengabaikan hukum, perusahaan akan dikenai
denda. Pengendalian intern yang efektif akan membantu memastikan
ketaatan terhadap hukum dan membantu menghindari kesulitan hukum.
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2.1.3.2 Perkembangan Pengendalian Internal

Pentingnya pengendalian ( atau “pengecekan internal” seperti disebut pertama
kali) diakui olen L.R Dicksee pada awal tahun 1905. la mengtakan bahwa sistem
pengecekan internal yang layak bisa menghilangkan kebutuhan akan audit yang
terinci, menurutnya pengendalian terdiri atas tiga elemen: pembagian Kkerja,
penggunaan catatan akuntansi, dan rotasi pegawai.

Pada 1930 Goerge E. Bennett dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:30)
mempersempit definisi pengecekan internal sebagai berikut:

“Sistem pengecekan internal bisa didefinisikan sebagai koordinasi dari sistem

akun-akun dan prosedur perkantoran yang berkaitan sehingga seorang

karyawan selain mengerjakan tugasnya sendiri juga secara berkelanjutan

mengecek pekerjaan karyawan yang lain untuk hal-hal tertentu yang rawan
kecurangan.”

Pada tahun 1949 laporan khusus berjudul “Pengendalian Internal Elemen-
elemen Sistem yang Terkoordinasi dan Pentingnya pengendalian bagi Manajemen
dan Akuntan Independen,” oleh Komite Prosedur Audit lembaga Amerika untuk
Akuntan Publik Bersertifikat (American Institute of Certified Public Accountants-
AICPA Committee on Auditing Procedure) dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:30)

memperluas definisi pengendalian internal menjadi:

“Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan semua metode yang
terkoordinasi dan pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk
mengamankan aset, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi,
meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong ketaatan terhadap
kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.”
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Pada 1985 terbentuklah COSO (Committee of Sponsoring Organization) yaitu
kelompok sektor swasta yang terdiri atas American Accounting Association (AAA),
AICPA, Institute of Management Accountant’s, dan Financial Executives Institute.
Pada 1992, COSO mengeluarkan hasil penelitian yaitu Internal Control Framework
untuk mengembangkan definisi pengendalian internal dan memberikan petunjuk
untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Laporan tersebut telah diterima
secara luas sebagai ketentuan dalam pengendalian internal. Penelitian tersebut
memakan waktu 3 tahun dan melibatkan 10 ribu jam penelitian, diskusi, analisis, dan
proses penilaian. Penelitian ini melibatkan ribuan orang, termasuk para anggota dari
kelima organisasi dalam COSO, para direktur dan dewan direksi perusahaan,
pembuat undang-undang (legislator), pemerintah, pengacara, konsultam, auditor, dan
para akademisi.

Pada tanggal 14 Mei 2013, COSO menerbitkan Internal Control Integrated
Framework (ICIF) sebagai revisi dari versi tahun 1992. Revisi kerangka kerja
pengendalian internal ini di setiap organisasi, walaupun penyesuaian lebih lanjut
diperlukan untuk menyelaraskan pengendalian internal di seluruh dunia dan untuk
membantu organisasi mengelola risiko secara lebih baik dan untuk meningkatkan

Kinerja organisasi secara keseluruhan.
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2.1.3.3 Komponen Pengendalian Internal
COSO (2013:4) dalam Internal Control-Integrated framework (ICF)
komponen pengendalian intern sebagai berikut:

Internal control consist of five integrated components:

Control Environment

Risk Assesment

Control Activities

Information and Communication
Monitoring Activities

agrwpnE

Agar lebih jelas, berikut ini akan dijelaskan kelima komponen pengendalian
internal tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian (Contorl Environment)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu
organisasi dan mempengaruhi kesadaran personal organisasi tentang pengendalian.
Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua komponen pengendalian
intern yang membentuk disiplin dan struktur.

COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen lingkungan pengendalian
(Control Environment) sebagai berikut:

“The control environment is the set of standards, processes, and structures
that provide the basic for carrying out internal across the organization. The
board of directors and senior management establish the tone at the top
regarding the the importance of internal control including expected standards
of conduct. Management reinforces expectations at the various level of the
organization. The control environment comprises the integrity and ethical
values of the organization: the parameters enabling the board of directors to
carry out its governance ovrsight responsibility; and the rigor around
performance measures, incentives, and rewards to drive accountability for
performance. The resulting control environment has a pervasive impact on
the overall system of internal control.”
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Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa lingkungan pengendalian

didefinisikan sebagai seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan

dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan

pengendalian terdiri dari:

=

Integritas dan nilai etika organisasi;

Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam
mengelola organisasinya;

Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab;

Proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu
yang kompeten; dan

Ketegasan mengenai tolak ukur kinerja, insetif, dan penghargaan untuk

mendorong akuntabilitas Kinerja.

Lingkungan pengendalian yang dihasilkan memiliki dampak yang luas pada

sistem secara keseluruhan pengendalian internal. Selanjutnya, COSO (2013:7)

menyatakan, bahwa terdapat 5 (lima) prinsip yang harus ditegakan atau dijalankan

dalam organisasi untuk mendukung lingkungan pengendalian, yaitu:

1. The organization demonstrates a commitment to integrity and ethical

2.

values.

The boards of directors demonstrates independence from management
and of exercises oversight the development and performance of internal
control.

Management establishes, with board oversight, structures, reporting lines,
and appropriate authorites and responsibilities in the pursuit of
objectives.



36

4. The organization demonstrates a commitment to attract, develop, and
retain competent individuals in alignment with objectives.

5. The organization holds individiuals accountable for their internal control
responsibilities in the pursuit of objectives.

Memperhatikan rumusan COSO di atas, maka lingkungan pengendalian dapat
terwujud dengan baik apabila diterapkan 5 (lima) prinsip dalam pelaksanaan

pengendalian internal, yaitu:

1. Organisasi yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan personil
lainnya menunjukan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.

2. Dewan direksi menunjukan independensi dari manajemen dan dalam
mengawasi pengembangan dan kinerja pengendalian internal.

3. Manajemen dengan pengawasan dewan direksi menetapkan struktur, jalur-
jalur pelaporan, wewenang-wewenang dan tanggung jawab dalam
mengejar tujuan.

4. Organisasi menunjukan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan
mempertahankan individu yang kompeten sejalan dengan tujuan.

5. Organisasi meyakinkan individu bertanggung jawab atas tugas dan

tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.

Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu
entitas organisasi menurut Arens dan Loebbecke sebagaimana diterjemahkan oleh

Jusuf (2003:261-263) terdiri dari tujuh faktor sebagai berikut:



37

1. Integritas dan nilai-nilai etika adalah produk dari standar etika dan
perilaku entitas dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan
dijalankan dalam praktek. Ini meliputi tindakan manajemen untuk
menghilangkan atau mengurangi intensif dan godaan yang menyebabkan
pegawai bertindak tidak jujur, melanggar hukum atau tidak etis.

2. Komitmen terhadap kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas, meliputi:
pertimbangan manajemen terhadap tingkat kompetensi dari pekerjaan
tertentu dan bagaimana tingkatan tersebut berubah menjadi keterampilan
dan pengetahuan yang diisyaratkan.

3. Falsafah manajemen dan gaya operasi merupakan sifat dari suatu
manajemen, apakah bersifat pengambilan risiko atau penghindar risiko,
yang membuat auditor dapat merasakan sikap mereka terhadap
pengendalian.

4. Struktur organisasi suatu satuan usaha membatasi garis tanggung jawab
dan wewenang yang ada. Ini biasanya juga menghubungkan garis arus
komunikasi.

5. Dewan komisaris dan komite audit yang efektif adalah yang independen
dari manajemen dan anggota-anggota aktif dan menilai aktivitas
manajemen.

6. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, merupakan suatu metode
komunikasi formal yang mungkin mencakup cara-cara seperti memo dari
manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan
dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi
tugas pegawai, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku
pegawai seperti perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.

7. Kebijakan dan prosedur kepegawaian yang menyangkut sistem
pengelolaan kepegawaian untuk menciptakan pegawai yang memiliki
kompetensi dan dapat dipercaya dalam menyediakan pengendalian yang
efektif, metode bagaimana mereka direkut, dievaluasi dan digaji.

2. Penilaian Risiko (Risk Assesment)
COSO (2013:4) menjelaskan mengenai komponen penilaian risiki (risk
assesment) sebagai berikut:
“Risk is defined as the possibility that event will occur and adversely affect
the achievement of objectives. Risk assesment involves a dynamic and
iterative process for identifying and assesing risk to the achievement of

objectives, risk to the achievement of these objectives from acrouss the entity
are considered relative to established risk tolerances. Thus, risk assesment
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from the basis for determining how risks will be managed. A precondition to
risk assessment is the establishment of objectives, linked at different levels of
the entity. Management specifies objectives within categories relating to
operations, reporting, and compliance with sufficient clarity to be able to
identify and analyze risks to those objectives. Management also considers the
suitability of the objectives for the entity. Risk assessment also requires
management to consider the impact of possible changes in the external
environment and within its own business model that may render internal
control ineffective.”

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa penilaian risiko melibatkan proses yang
dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian
tujuan. Risiko itu sendiri dipahami sebagai suatu kemungkinan bahwa suatu peristiwa
akan terjadi dan mempengaruhi pencapaian tujuan entitas, dan risiko terhadap
pencapaian seluruh tujuan dari entitas di anggap relatif terhadap toleransi risiko yang
ditetepkan. Oleh karena itu, penilaian risiko harus dikelola oleh organisasi.

Arens dan Randal yang diterjemahkan oleh Hermawan (2008:379)
menyatakan bahwa penilaian risiko adalah tindakan yang dilakukan manajemen
untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan
penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP.

Selanjutnya, COSO (2013:7) menjelaskan mengenai prinsip-prinsip yang
mendukung penilaian risiko sebagai berikut:

1. The organization specifies objectives with sufficient clarity to enable the

identification and assessment of risk relating to objectives.

2. The organization identifies risk to the achievement of its objectives

across the entity and analyzes risk as a basis for determining how the
risks should be managed.

3. The organization considers the potential for fraud in assessing risks to
the achievement of objectives.
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4. The organization identifies and assesse changes that could significantly

impact the system of internal control.

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 4 (empat) prinsip yang
mendukung penialain risiko dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi menentukan tujuan dengan kejelasan yang cukup untuk
memungkinkan identifikasi dan penialain risiko yang berkaitan dengan
tujuan.

2. Organisasi mengidentifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan di
seluruh entitas dan analis risiko sebagai dasar untuk menetukan
bagaimana risiko harus dikelola.

3. Organisasi memepertimbangkan potensi penipuan dalam menilai risiko
terhadap pencapaian tujuan.

4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang signifikan
dapat mempengaruhi sistem pengendalian internal.

Selanjutnya, Amin Widjaja (2013:18) menyebutkan bahwa penilaian risiko
manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul
dari perubahan keadaan, seperti:

1. “Perubahan dalam lingkungan operasi.

2. Personil yang baru.

3. Sistem informasi yang baru atau berubah.

4. Pertumbuhan yang cepat.

5. Teknologi baru

6. Lini,produk,atau aktivitas yang baru.

7

8

Restrukturisasi korporat.
Operasi luar negeri.
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9. Pengumuman/pernyataan akuntansi.”

Mengadopsi prinsi-prinsip akuntansi yang baru atau prinsip-prinsip akuntansi
yang berubah dapat mempengaruhi risiko yang tersangkut dalam penyiapan laporan
keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities)

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pengendalian (control
activities) sebagai berikut:

“Control activities are the actions established through policies and
procedures that help ensure that management’s directives to mitigate risks to
the achievement of objectives are carried out. Control activities are
performed at all levels of the entity, at various stages within business
processes, and over the technology environment. They may be preventive or
detective in nature and may encompass a range of manual and automated
activities such as authorizations and approvals, verifications, reconciliations,
and business performance reviews. Segregation of duties is typically built into
the selection and development of control activities. Where segregation of
duties is not practical, management selects and develops alternative control
activities.”

Berdasarkan rumusan COSO, bahwa aktivitas pengendalian adalah tindakan-
tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang
membantu memastikan bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap

pencapaian tujuan dilakukan. Aktivitas pengendalian dilakukan pada semua tingkat

entitas, pada berbagai tahap dalam proses bisnis, dan atas lingkungan teknologi.
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Arens, Elder, dan Beasley yang dialih bahasakan oleh Hermawan (2008:380)
menyebutkan sebagai berikut:

“Aktivitas pengendalian memiliki adalah kebijakan dan prosedur, selain yang

sudah termasuk dalam empat komponen lainnya, yang membantu memastikan

bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna
mencapai tujuan entitas.”

Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan
dalam berbagai tindakan dan fungsi organisasi. Aktivitas pengendalian meliputi
kegiatan yang berbeda seperti otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, analisis, presentasi
kerja, menjaga keamanan harta perusahaan dan pemisahan fungsi. COSO (2013:7)
menegaskan mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi yang mendukun aktivitas
pengendalian, yaitu sebagai berikut:

1. The organization selects and develops control activities that contribute to

the mitigation of risks to the achievement of objectives to acceptable

2. !I?r\]/:I%rganization selects and develops general control activities over

technology to support the achievement of objectives.

3. The organization deploys control activities through policies that establish

what is expected and procedures that put policies into action.

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang
mendukung aktivitas pengendalian dalam organisasi yaitu:

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang

berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian sasaran pada tingkat
yang dapat diterima.

2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian umum

atas teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan.
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3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan-
kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur-
prosedur yang menempatkan kebijakan-kebijakan ke dalam tindakan.

Azhar Susanto (2013:99) mengemukakan jenis pengendalian aktivitas

diantaranya yaitu:

1. Prosedur otorisasi

2. Mengamankan asset dan catatannya

3. Pemisahan fungsi

4. Catatan dan dokumentasi yang memadai.

Jenis pengendalian aktivitas diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prosedur otorisasi

Prosedur ini dibuat untuk memeberikan otorisasi (kewenangan) kepada

karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Prosedur

otorisasi sangat tergantung kepada otorisasi apa yang akan dilakukan. Ada
dua macam otorisasi yang diberikan oleh manajemen, yaitu:

e Otorisasi umum, berkaitan dengan transaksi secara keseluruhan. Otorisasi
umum menggambarkan kondisi dimana karyawan mengawali, mencatat,
memproses satu jenis transaksi. Ketika kondisi tertentu terpenuhi
karyawan diberi otorisasi (wewenang) untuk melakukan transaksi tanpa
terlebih dahulu harus berkonsultasi.

e Otorisasi khusus, diterapkan hanya kepada jenis transaksi tertentu.

Manajemen umumnya memerlukan otorisasi khusus untuk transaksi yang

jumlahnya besar atau transaksi yang berpotensi menimbulkan
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penyelewengan. Sebelum karyawan mengawali transaksi tertentu yang
telah ditentukan, karyawan harus berkonsultasi dulu kepada manajemen
untuk memperoleh persetujuan melakukan transaksi.
2. Mengamankan aset dan catatannya
Pengamanan aset dan catatannya ini meliputi keamanan fisik dan kepastian
tanggung jawab.
e Keamanan fisik
e  Menerapkan prosedur tertentu untuk memberikan keamanan secara fisik
pada persediaan, uang tunai, tanah, gedung-gedung, peralatan, dan
catatan yang berkaitan dengan aset.
e Kepastian tanggung jawab
Manajemen memberi tanggung jawab untuk melindungi aset dan data
tertentu kepada karyawan. Jika terjadi suatu penyimpangan manajemen
akan meminta karyawan tersebut untuk bertanggung jawab.
3. Pemisahan fungsi
Manajemen dalam memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada
karyawan harus menunjukan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang dan kepada orang lain.
Pemisahan ini akan mengurangi kesempatan kepada karyawan untuk

melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan selama melaksanakan
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tugasnya. Tugas yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk otorisasi
melakukan transaksi, mencatat transaksi, dan memelihara posisi aset.
4. Catatan dan dokumentasi yang memadai
Manajemen harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan akuntasi
untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang terjadi telah
dicatat dengan tepat.
4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)
COSO (2013:5) menjelaskan mengenai komponen informasi dan komunikasi
(Information and Communication) dalam pengendalian internal sebagai berikut:
“Information is necessary for the entity to carry out internal control
responsibilities to support the achievement of its objectives. Management
obtains or generates and uses relevant and quality information from both
internal and external sources to support the functioning of other components
of internal control. Communications is the countinual, interative process of
providing, sharing, and obtaining necessary information. Internal
communication is the means by which information is disseminated throughout
the organization, flowing up, down, and across the entity. It enables
responsibilities must be taken seriously. External communication is twofold: it
enables inbound communication of relevan external information, and it
provides information to external parties in response to requirements and
expectations.”
Sebagaimana yang dinyatakan oleh COSO di atas, bahwa informasi sangat
penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal
guna mendukung pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi yang diperlukan

manajemen adalah informasi yang relevan dan berkualitas baik yang berasal dari

sumber internal maupun eksternal dan informasi digunakan untuk mendukung fungsi
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komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Informasi diperoleh ataupun
dihasilkan melalui proses komunikasi antar pihak internal maupun eksternal yang
dilakukan secara terus-menerus, berulang, dan berbagi. Kebanyakan organisasi
membangun suatu sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi yang
andal, relevan, dan tepat waktu.

COSO (2013:7) selanjutnya menegaskan mengenai prinsip-prisnip dalam
organisasi yang mendukung komponen informasi dan komunikasi yaitu sebagai
berikut:

1. The organization obtains or generates and uses relevant, quality information
to support the functioning of internal control.

2. The organization internally communicates information, including objectives
and responsibilities for internal control, necessary to support the functioning
of internal control.

3. The organization communicates with external parties regarding matters
affecting the functioning of internal control.

Berdasarkan rumusan COSO di atas, bahwa ada 3 (tiga) prinsip yang
mendukung komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal,
yaitu:

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang
berkualitas dan yang relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

2. Organisasi secara internal mengkomunikasikan informasi, termasuk tujuan

dan tanggung jawab untuk pengendalian internal dalam rangka mendukung

fungsi pengendalian internal.



46

3. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang

mempengaruhi fungsi pengendalian internal.

Khusus berkenaan dengan informasi akuntansi, menurut Arens dan
Loebbecke yang diadaptasi oleh Jusuf (2003:127), indikator-indikator dan

informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Eksistensi, yang menunjukan apakah angka-angka yang dimasukan dalam
laporan keuangan memang seharusnya dimasukkan.

2. Kelengkapan, merupakan angka-angka transaksi yang seharusnya
dimasukkan dan diikut sertakan secara lengkap serta mempertimbangkan
materialitas dan biaya.

3. Akurasi, yakni mengacu kepada jumlah yang dimasukkan dengan jumlah
yang benar.

4. Klasifikasi, bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal telah

diklasifikasikan dengan tepat.

Tepat waktu, dimana pencatatan transaksi dicatat pada tanggal yang tepat.

Posting, pengikhtisaran, di mana transaksi yang tercatat secara tepat

dimasukan dalam berkas induk dan diikhtisarkan dengan benar.

oo

5. Aktivitas Pemantauan (Monitoring Activities)

COSO (2013:5) menjelaskan mengenai aktivitas pemantauan (monitoring
activities) dalam pengendalian internal sebagai berikut:

“Ongoing evaluations, separate evaluations, or same combination of the two
are used to ascertain whether each of the five components of internal control,
including controls to effect the principles within each components, is presents
and functioning. Ongoing evaluations, built into business processes at
different levels of the entity, provide timely information. Separate evaluations,
conducted periodically, will vary in scope and fre- quency depending on
assessment of risk, effectiveness of ongoing evaluations, and other
management considerations. Finding are evaluated against criteria
established by regulators, recognized standars-setting bodies or management
and the board of directoras as appropriate.”
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Memperhatikan rumusan yang dikemukakan oleh COSO di atas, bahwa
aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk apakah
yang sifatnya berkelanjutan, terpisah ataupun kombinasi keduanya yang digunakan
untuk memastikan apakah masing-masing dari lima komponen pengendalian internal
mempengaruhi prinsip-prinsip dalam setiap komponen, ada dan berfungsi. Evaluasi
terpisah dilakukan secara periodik, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi
tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi yang sedang berlangsung, dan
pertimbangan manajemen lainnya. Temuan-temuan dievaluasi terhadap kriteria yang
ditetapkan oleh pembuat kebijakan, lembaga-lembaga pembuat standar yang diakui
atau manajemen dan dewan direksi, dan kekurangan-kekurangan yang
dikomunikasikan kepada manajemen dan dewan direksi.

Kegiatan pemantauan meliputi proses penilaian kualitas kinerja pengendalian
intern sepanjang waktu, dan memastikan apakah semuanya dijalankan seperti yang
diinginkan serta apakah telah disesuaikan dengan perubahan keadaan. Pemantauan
seharusnya dilaksanakan oleh personal yang semestinya melakukan pekerjaan
tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu
yang tepat, guna menetukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana
yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi
sebagaimana yang diharapkan dan untuk menentukan apakah pengendalian intern

tersebut telah disesuaikan dengan perubahan keadaan yang selalu dinamis.
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Arens dan Loebbecke sebagaimana diadaptasi oleh Jusuf (2003:54)

menyebutkan bahwa, aktivitas pemantauan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1.

2.

Frekuensi penilaian aktivitas, merupakan tingkat keseringan dari kegiatan
penilaian aktivitas.

Fungsi internal audit, yakni efektif atau tidaknya fungsi dari internal audit
yang ditandai dengan adanya dukungan kompetensi, integritas dan
objektivitas.

. Saran dari akuntan, dimana tanggung jawab untuk menentukan kebijakan

akuntansi yang sehat dan terlaksananya struktur pengendalian intern
dengan baik serta tersajinya laporan keuangan yang wajar terletak pada
manajemen bukannya auditor. Namun demikian, auditor berkewajiban
memberikan saran-sarannya.

Rekonsiliasi laporan, merupakan rekonsiliasi secara periodik antara fisik
aktiva dengan catatan-catatan atau perkiraan-perkiraan buku besar.

Stock opname, merupakan pemeriksaan secara tiba-tiba dengan maksud
untuk melindungi atau mengamankan aktiva dan catatan.

. Rancangan struktur pengendalian intern, merupakan penelaahan yang hati-

hati dan berkesinambungan atas keempat prosedur yang lain, vyaitu:
pemisahan tugas yang cukup otorisasi yang pantas atas transaksi dan
aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, serta pengendalian fisik atas
aktiva dan catatan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemantauan dilakukan untuk

memberikan keyakinan apakah pengendalian intern telah dilakukan secara memadai

atau tidak. Dari hasil pemantauan tersebut dapat ditemukan kelemahan dan

kekurangan pengendalian sehingga dapat diusulkan pengendalian yang lebih baik

lagi.
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2.1.3.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pelaksanaan struktur pengendalian intern yang efisien dan efektif haruslah
mencerminkan keadaan yang ideal. Namun dalam kenyataannya hal ini sulit untuk
dicapai, karena dalam pelaksanannya struktur pengendalian intern mempunyai
ketrbatasan-keterbatasan.

COSO (2013:9) menjelaskan  mengenai  keterbatasan-keterbatasan
pengendalian internal sebagaiman yang dirumuskan dalam Internal Control
Integrated Framework sebagai berikut:

“The Framework recognizes the while internal control provides reasonable
assurance of achieving the entity’s objectives, limitations do exist. Internal
control cannot prevent bad judgment or decisions, or external events that can
cause an organization to fail to achieve its operational goals. In other words,
even an effective system of internal control can experience a failure.
Limitations may results from the:

1. Suitability of objectives established as a precondition to internal control.

2. Reality that human judgment in decision making can be faulty and subject
to bias.

3. Breakdowns that can occur because of human failures such as simple
errors.

4. Ability of management to override internal control.

5. Abilty of management, other personnel and/or third parties to circumvent
controls through collusion.

6. External events beyond the organization’s control.”

Berdasarkan uraian COSO, bahwa pengendalian internal tidak bisa mencegah
penilaian buruk atau keputusan, atau kejadian eksternal yang dapat menyebabkan
sebuah organisasi gagal untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dengan kata lain,

bahkan sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengalami kegagalan.
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Lebih lanjut dikemukakan bahwa Kketerbatasan-keterbatasan yang ada
mungkin terjadi sebagai hasil dari penetapan tujuan-tujuan yang menjadi prasyarat
untuk pengendalian internal tidak tepat, penilaian manusia dalam pengambilan
keputusan yang dapat salah dan bias, faktor kesalahan/kegagalan manusia sebagai
pelaksana, kemampuan manajemen untuk mengesampingkan pengendalian internal,
kemampuan manajemen, personel lainnya, ataupun pihak ketiga untuk menghindari
kolusi, dan juga peristiwa-peristiwa eksternal yang berada di luar kendali organisasi.

Selanjutnya menurut Siti dan Ely (2010:238), mengenai keterbatasan dari
pengendalian internal yaitu:

“Sebaik-baiknya desain dan operasi pengendalian intern, pengendalian intern

hanya memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris

berkaitan dengan usaha untuk mencapai tujuan pengendalian intern
organisasi. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh dari keterbatasan bawaan
yang melekat dalam pengendalian intern, yaitu:

a. Pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah.

b. Pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang sifatnya

manusiawi seperti kekeliruan sederhana.

c. Adanya kolusi antara personel sehingga pengendalian tidak efektif.

d. Manajemen yang mengabaikan pengendalian intern.

e. Biaya pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan

dari pengendalian tersebut.”

Meski hubungan manfaat dan biaya merupakan kriteria utama yang harus
dipertimbangkan dalam mendesain pengendalian intern, pengukuran tepat biaya dan
manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. maka manajemen harus melakukan

estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya

manfaat tersebut.
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2.1.4 Pengertian Kecurangan (Fraud)

Pusdiklatwas BPKP (2008:11) menjelaskan pengertian fraud adalah:

“Dalam istilah sehari-hari, fraud dimaknai sebagai ketidakjujuran. Dalam
terminologi awam fraud lebih ditekankan pada aktivitas penyimpangan
perilaku yang berkaitan dengan konsekuensi hukum, seperti penggelapan,
pencurian dengan tipu muslihat, fraud pelaporan keuangan, korupsi, kolusi,
nepotisme, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain.”

Tugiman (2008:3) menjelaskan pengertian kecurangan adalah sebagai berikut:
“Kecurangan didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atau perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu.
Menipu atau memberikan yang Kkeliru untuk keuntungan pribadi atau

kelompok secara tidak fair, baik secara langsung maupun tidak langsung
merugikan pihak lain.”

Kurt, et al. (2009:8-6) menjelaskan pengertian kecurangan (fraud) adalah:

“Fraud is any intentional act or omission designed to deceive others,
resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a

)

gain.’

Maksud kecurangan dari kutipan tersebut adalah setiap tindakan yang
disengaja atau kelalaian yang dirancang untuk menipu orang lain, sehingga korban
menderita kerugian dan/atau pelaku mendapat keuntungan.

Dari beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa fraud berarti bahwa suatu
item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu

kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan fraud (fraudulent).
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2.1.4.1 Faktor Terjadinya Kecurangan (Fraud)

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaya Tunggal
(2014:9) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal sebagai
fraud triangle, yaitu:

Pressure

Opportunity Rationalization

Gambar 2.1
Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle)

1. Pressure (tekanan)
Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang
berani melakukan tindak kecurangan. Faktor ini berasal dari individu si
pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat
memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal
ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan
perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup yang
serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun

tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja, seperti:
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lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa tidak
diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan pegawai yang tidak fair.
2. Opportunity (kesempatan)
Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal
dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan
kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang
dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil
keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang
kurang memadai.
3. Rationalization (rasionalisasi)
Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk
membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk

menyetujui apa yang dia lakukan.

2.1.4.2 Klasifikasi Kecurangan

Siti dan Ely (2010:64) mengklasifikasikan kecurangan (fraud) kedalam dua
kelompok utama, yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (fraudulent financial reporting) merupakan
salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam
laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang
menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material.
Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:

a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen
pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan
keuangan.
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b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi
yang signifikan.

c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan
jumlah, Klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.

Penyalahgunaan aset (missappropriation of assets) merupakan salah saji yang

timbul dari pencurian asset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan

tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. kecurangan ini

mencakup tindakan:

a. Penggelapan tanda terima barang/uang.

b. Pencurian asset.

c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang
yang tidak diterima.

Menurut Setianto, dkk (2008:11) ada jenis-jenis kecurangan yang dikenal

selama ini meliputi kecurangan-kecurangan sebagai berikut:

1.

Employee embezzlement atau occupational fraud, yaitu kecurangan yang
dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, yang
menjadi korban atau yang dirugikan adalah organisasi atau perusahaan.
Management fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen,
biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar
untuk keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk menarik investor,
manajemen merekayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi seolah-
olah menguntungkan (hal ini dikenal juga sebagai fraudulent financial
reporting). Management fraud ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah
putih (white color crime).

Investment scam, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk
investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji
akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.

Vendor fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi
yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan
dengan kwalitasnya, atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun
pembeli telah membayar, korbannya adalah pembeli.

Customer fraud, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan,
pembeli tidak/kurang membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya
adalah penjual.
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6. Computer fraud, adalah kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak
program komputer, file data, sistem operasi, alat atau media yang digunakan
yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya
dimanipulasi.

2.1.4.3 Pengertian Pencegahan Kecurangan

Fraud merupakan masalah di dalam perusahaan dan harus di cegah sedini
mungkin, dengan adanya upaya pencegahan yang diterapkan oleh perusahaan dapat
memperkecil peluang terjadinya fraud karena setiap tindakan fraud dapat terdeteksi
cepat dan diantisipasi dengan baik oleh perusahaan. Setiap karyawan tidak merasa
tertekan lagi dan melakukan pembenaran terhadap tindakan fraud yang dapat
merugikan banyak pihak.

W. Steve Albrecht dan Chad D. dalam Karyono (2013:3) mengemukakan
definisi fraud adalah:

“a geberic term, embracing all multi various means which human ingenuity

can device and which are resorted to by one individual to get an advantage

over amother by false representation no divinize an invariable rule can be
laid down as a general proposition in defining fraud, as it included surprise

trickery, cumming an unfair ways by which another is cheated. Theory
boundaries defining is are those which limit human knaver.”

Definisi yang dikemukakan oleh W. Steve Albrechdan Chad D. Menjelaskan
bahwa fraud merupakan suatu pengertian umum dan mencakup beragam cara yang
dapat digunakan dengan cara kekerasan oleh seorang untuk mendapatkan keuntungan
dari orang lain melalui perbuatan yang tidak benar. Tidak terdapat definisi atau aturan

yang dapat digunakan sebagai suatu pengertian umum dalam mengartikan
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kecurangan yang meliputi cara yang mengandung sifat mendadak, menipu, cerdik dan
tidak jujur yang digunakan untuk mengelabuhi seseorang. Satu-satunya batasan untuk
mengetahui pengertian diatas adalah yang membatasi sifat ketidakjujuran manusia.

Menurut Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) dalam Fraud
Examiners Manual 2006 yang dikutip oleh karyono (2013:3) definisi fraud adalah:

“fraud is intentional untruth or dishonest scheme used to take deliberate an

unfair advantage of another person or group of person it included any mean,

such cheats another”

Definisi yang dijelaskan oleh Association of Certified Fraud Examiner
(ACFE) tersebut menjelaskan bahwa fraud (kecurangan) berkenaan dengan adanya
keuntungan yang diperoleh seseorang dengan menghadirkan sesuatu yang tidak
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Di dalam termasuk unsur-unsur surprise/tak
terduga, tipu daya, licik dan tidak jujur yang merugikan orang lain.

Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010:194) dalam kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang mencakup pengertian fraud
seperti:

1. “Pasal 362 tentang pencurian (definisi KUHP: “mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hokum™)

2. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman (definisi KUHP: “dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hokum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau
orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”)
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3. Pasal 372 tentang penggelapan (definisi KUHP: “dengan sengaja dan
melawan hokum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan
karena kejahatan™)

4. Pasal 378 tentang perbuatan curang (definisi KUHP: “dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hokum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang atau
penghapusan piutang”)

5. Pasal 396 tentang merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit

6. Pasal 406 tentang menghancurkan atau merusakan barang (definisi
KUHP: “dengan sengaja atau melawan hokum menghancurkan,
merusakan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”)

7. Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang
secara khusus diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).”

Pencegahan fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) merupakan upaya
terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangle)
yaitu:

“1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.

1. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi

kebutuhannya.

2. Meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas
tindakan fraud yang dilakukan.”

Fraud merupakan suatu masalah di dalam perusahaan dan harus dicegah
sedini mungkin, Amin Widjaja Tunggal (2012:59) mengemukakan bahwa terdapat

beberapa tata kelola untuk mencegah fraud diantaranya adalah sebagai berikut:
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2.1.4.4 Faktor-Faktor Penyebab Fraud

Karyono (2013:8) terdapat beberapa teori tentang faktor-faktor yang menjadi

penyebab dari fraud yaitu:

1. “TeoriC=N+K

2. Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle Theory)
3.

4. Teori Monompoli (Klinggard Theory)”

Teori GONE

Adapun penjelasan dari teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

TeoriC=N+K

Teori ini dikenal di jajaran kepolisian yang menyatakan bahwa criminal
(C) sama dengan niat (N) dan kesempatan (K). Teori ini sangat sederhana
dan gambling karena meskipun ada niat melakukan fraud, bila tidak ada
kesempatan tidak akan terjadi, demikian pula sebaliknya. Kesempatan ada
pada orang atau kelompok orang yang memiliki kewenangan otoritas dan
akses atas objek fraud. Nilai perbuatan ditentukan oleh moral dan
integritas.

Teori Segitiga Fraud (Fraud Triangle Theory)

Dalam teori ini perilaku fraud (kecurangan) didukung oleh tiga unsur
yaitu adanya tekanan, kesempatan dan pembenaran.

a. Tekanan (Pressure)
Dorongan untuk melakukan fraud terjadi pada karyawan (employee

fraud) dan oleh manajer (management fraud) dan dorongan itu terjadi
antara lain karena tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan
lingkungan dan tekanan lainnya seperti tekanan dari istri/suami untuk
memiliki barang-barang mewah.

b. Kesempatan (Opportunity)
Kesempatan timbul karena lemahnya pengendalian internal dalam

mencegah dan mendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi
karena lemahnya sanksi dan ketidak mampuan untuk menilai kualitas
Kinerja.

c. Pembenaran (Rationalization)
Pelaku kecurangan mencari pembenaran ketika pelaku menganggap
bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal yang biasa/wajar
dilakukan oleh orang lain pula, pelaku merasa berjasa besar terhadap
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organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang
diterimanya, pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk
mengatasi masalah dan nanti akan dikembalikan
3. Teori GONE
Dalam teori ini terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk
melakukan kecurangan, yaitu:

a. Greed (Keserakahan)
Berkaitan dengan perilaku serakah yang potensial ada dalam setiap

diri seseorang

b. Opportunity (Kesempatan)
Berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang

sedemikian rupa sehingga terbuka bagi seseorang untuk
melakukan kecurangan terhadapnya

c. Need (kebutuhan)
Berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu

untuk menunjang hidupnya secara wajar

d. Exposure (Pengungkapan)
Berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapkannya suatu

kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku
kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat
diungkap/ditemukan, semakin kecil dorongan seseorang untuk
melakukan kecurangan tersebut. Semakin berat hukuman kepada
pelaku kecurangan akan semakin kurang dorongan seseorang
untuk melakukan kecurangan.
4. Teori Monompoli (Klinggard Theory)
Menurut teori ini korupsi (C) diartikan sama dengan monopoli (Monopoly
= M) ditambah kebijakan (Decretism = D) dikurangi pertanggungjawaban
(Accountability = A). Fraud (Kecurangan) sangat bergantung pada
monopoli kekuasaan yang dipegang oleh yang bersangkutan dan kebijakan
yang di buatnya. Namun kedua faktor itu dipengaruhi pula oleh kondisi
akuntabilitas. Pertanggungjawaban (Accountability) yang baik cenderung
akan mempersempit peluang atau kesempatan bagi pelakunya.
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2.1.4.5 Tujuan Pencegahan Fraud

Fraud merupakan masalah yang ada didalam lingkungan perusahaan, dan
harus dicegah sedini mungkin. Pencegahan fraud yang efektif memiliki lima tujuan,
menurut Diaz Priantara (2013:183) adalah sebagai berikut:

1. “Prevention- mencegah terjadinya fraud secara nyata pada semua lini
organisasi

2. Deterrence- menangkal pelaku potensial bahkan tindakan yang bersifat
coba-coba karena pelaku potensial melihat sistem pengendalian risiko
fraud efektif berjalan dan telah memberi sanksi tegas dan tuntas sehingga
membantu jera (takut) pelaku potensial.

3. Disruption- mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin

4. ldentification - mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan
pengendalian.

5. Civil action prosecution- melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang
setimpal atau perbuatan curang kepada pelakunya.”

Sedangkan pencegahan fraud menurut Amin Widjaja Tunggal (2005:
33),yaitu:

“1.Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu
2.Proses rekrutmen yang jujur
3.Pelatihan fraud awarenss
4.Lingkup kerja yang positif
5.Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati
6.Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan
sanksi yang setimpal.”
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Adapun penjelasan dari tata kelola pencegahan fraud tersebut adalah
sebagai berikut:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu
Riset menunjukan bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah dan
menghalangi fraud adalah mengimplementasikan program serta
pengendalian anti fraud, yang didasarkan pada nilai-nilai yang dianut
perusahaan. Nilai-nilai semacam itu menciptakan lingkungan yang
mendukung perilaku dan ekspektasi yang dapat diterima, bahwa pegawai
dapat menggunakan nilai itu untuk mengarahkan tindakan mereka. Nilai-
nilai itu membantu menciptakan budaya jujur, keterbukaan, dan saling
membantu antar sesama anggota organisasi atau perusahaan.

2. Proses rekrutmen yang jujur
Dalam upaya membangun lingkungan pengendalian yang positif,
penerimaan pegawai merupakan awal dari masuknya orang-orang yang
terpilin melalui seleksi yang ketat dan efektif untuk mengurangi
kemungkinan memperkerjakan dan mempromosikan orang-orang yang
tingkat kejujurannya rendah. Hanya orang-orang yang dapat memenuhi
syarat tertentu yang dapat diterima. Kebijakan semacam itu mungkin
mencakup pengecekan latar belakang orang-orang yang dipertimbangkan
akan dipekerjakan atau dipromosikan menduduki jabatan yang

bertanggung jawab. Pengecekan latar belakang memverifikasi pendidikan,
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riwayat pekerjakan, serta referensi pribadi calon karyawan, termasuk
referensi tentang karakter dan integritas. Pelatihan secara rutin untuk
seluruh pegawai mengenai nilai-nilai perusahaan dan aturan perilaku,
dalam review kinerja regular termasuk diantaranya evaluasi kontribusi
pegawai/individu dalam mengembangkan lingkungan kerja yang positif
sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, dan selalu melakukan evaluasi
obyektif atas kepatuhan terhadap nilai-nilai perusahaan dan stndar
perilaku, dan setiap pelanggaran ditangani seger.

Pelatihan fraud awareness

Semua pegawai harus dilatih tentang ekspektasi perusahaan
menyangkut perilaku etis pegawai. Pegawai harus diberi tahu tentang
tugasnya untuk menyampaikan fraud aktual atau yang dicurigai serta cara
yang tepat untuk menyampaikannya. Selain itu pelatihan kewaspadaan
terhadap kecurangan juga harus disesuaikan dengan tanggung jawab
pekerjaan khusus pegawai itu.Keahlian yang diberikan dalam organisasi
untuk pelatihan keterampilan dan pengembangan Kkarir karyawannya,
termasuk semua tingkatan karyawan, baik sumber daya internal maupun
eksternal. Pelatihan tersebut bermaksud untuk membantu meningkatkan
pegawai dalam melaksanakan tugas yang diberikan agar tidak terjadi
banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Berikut

merupakan serangkaian pelatihan yang perlu diperhatikan dan diterapkan



63

pada setiap karyawan di perusahaan secara eksplisit agar dapat

mengadopsi harapan-harapan yang baik untuk perusahaan, diantarannya:

b. Kewajiban-kewajiban mengkomunikasikan masalah-masalah tertentu
yang dihadapi.

c. Membuat daftar jenis-jenis masalah.

d. Bagaimana mengkomunikasikan masalah-masalah tersebut dan adanya
kepastian dari manajemen mengenai harapan tersebut.

Lingkup kerja yang positif

Dari beberapa riset yang telah dilakukan terlihat bahwa pelanggaran

lebih jarang terjadi bila karyawan mempunyai perasaan positif tentang

atasan mereka ketimbang bila mereka merasa diperalat, diancam, atau

diabaikan. Pengakuan dan sistem penghargaan (reward) sesuai dengan

sasaran dan hasil kinerja, kesempatan yang sama bagi semua pegawali,

program kompensasi secara profesional, pelatihan secara profesional dan

prioritas organisasi dalam pengembangan Kkarir akan menciptakan

tempat kerja yang nyaman dan positif. Tempat kerja yang positif dapat

mendongkrak semangat Kkerja pegawai, Yyang dapat mengurangi

kemungkinan pegawai melakukan tindakan curang terhadap perusahaan.

Kode etik yang jelas, mudah dimengerti dan ditaati

Kode etik pada umumnya selalu sejalan dengan moral manusia dan

merupakan perluasan dari prinsip-prinsip moral tertentu untuk diterapkan
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dalam suatu kegiatan. Membangun budaya jujur, keterbukaan dan
memberikan program bantuan tidak dapat diciptakan tanpa
memberlakukan aturan perilaku dan kode etik di lingkuangan  pegawai.
Harus dibuat criteria apa saja yang dimaksud dengan perilaku yang jujur
dan tidak jujur, perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Semua
ketentuan ini dibuat secara tertulis dan diinternalisasikan
(disosialisasikan) ke seluruh karyawan dan harus mereka setujui dengan
membubuhkan tanda tangannnya. Pelanggaran atas aturan perilaku kode
etik harus dikenakan sanksi.

. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan

Masalah ataupun kesulitan pasti akan dialami oleh setiap pegawai atau
karyawan pada setiap perusahaan, sehingga tidak sedikit dari mereka
yang melakukan berbagai macam kecurangan guna keluar dari masalah
yang dihadapinya dalam masalah keuangan akibat desakan ekonomi yang
ada, penyimpangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Bentuk
perhatian dan bantuan tersebut sebaiknnya dapat  diberikan kepada
pegawai guna mencegah adanya kecurangan serta  penyelewengan
terhadap keuangan perusahaan, serta menjadi dukungan dan solusi dalam
menghadapi permasalahan dan desakan ekonomi yang dimiliki para
pegawai sehingga dapat meminimalisir kerugian perusahaan terhadap

kecurangan.
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7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindakan kecurangan akan mendapatkan
sanksi yang setimpal.
Strategi pencegahan kecurangan yang terakhir yaitu dengan menanamkan
kesan bahwa setiap tindakan kecurangan dan mendapatkan sanksi. Pihak
perusahaan khususnya pihak manajemen perusahaan harus benar-benar
menanamkan sanksi, maksudnya membuat dan menjalankan suatu
peraturan terhadap setiap tindak kecurangan yang ada sehingga, perbuatan
menyimpang dalam perusahaan dapat diminimalisir, dan memberikan
efek jera terhadap oknum yang akan ataupun yang sudah melakukan
tindakan curang. Pencegahan kecurangan lebih baik dari pada mengatasi
kecurangan, oleh karena itu perlu kerjasama yang baik bersama-sama
pada setiap anggota organisasi perusahaan guna mensejahterakan suatu
perusahaan, karena apabila suatu perusahaan dapat berkembang dan maju
kearah lebih baik, maka sejahtera pula seluruh karyawan yang ada dalam
perusahaan. Serta apabila seluruh bagian karyawan dapat menjalankan
tugasnya sebaik mungkin, maka dapat melatih pula moral, etika, serta

teladan yang baik pada jiwa setiap karyawan.
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2.1.4.6  Faktor-Faktor Lain yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan
Kecurangan (Fraud)
1. Auditor Eksternal

Salah satu peran auditor eksternal menurut Anggriawan (2014) adalah untuk
memberikan keyakinan kepada pihak yang berkepentingan bahwa laporan keuangan
telah disusun sesuai standar yang berlaku serta mencerminkan keadaan yang
sebenarnya atas suatu entitas bisnis. Selain itu peran auditor eksternal adalah
memastikan laporan keuangan tidak mengandung salah saji (misstatement) yang
material baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan (fraud).

Kemampuan mendeteksi fraud adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang
dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Menurut Kumaat (2011:
156) mendeteksi kecurangan adalah upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang
cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para
pelaku kecurangan.

Salah satu cara mencegah pelanggaran akuntansi sehingga dapat
mengembalikan kepercayaan masyarakat adalah dengan melakukan whistleblowing.
Staley et al. (dikutip oleh Fultanegara, 2010) menyatakan bahwa whistleblowing yang
dilakukan oleh akuntan merupakan salah satu cara terpenting untuk mendeteksi
kecurangan, pemborosan, dan penyalahgunaan wewenang atau sumber daya oleh

perusahaan.
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2. Pengendalian Internal

Menurut Tuanakota (2007) dalam Gusnardi (2012) ada ungkapan yang secara
mudah ingin menjelaskan penyebab atau akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu
adalah: fraud by need, by greed, and by opportunity. Ungkapan tersebut diartikan jika
kita ingin mencegah fraud, hilangkanlah atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan internal control,
internal control yang aktif biasanya merupakan bentuk internal control yang paling
banyak diterapkan. la seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk
kehalaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat
ditembus oleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang
dapat menciptakan terjadinya fraud. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2013:13)
sebagai berikut:

“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko kita dapat

katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang

meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah

pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam

melakukan pengendalian”.
3. Penerapan Good Corporate Governance

Achmad (2005:15) menjelaskan penerapan Good Corporate Governance
sebagai berikut:

“Pelaksanaan penerapan Good Corporate Governance di perusahaan penting

bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan
analisis atas situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya, sehingga



penerapan Good Corporate Governance dapat

berjalan

68

lancar dan

mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan”.

Sutedi (2011:1) mengemukakan pengertian good corporate governance secara

definitif adalah: “Sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder”.

Sementara itu, OECD (Organization for Economic Co-Operation and

Development) (dalam Setiawan, 2014) memberikan pengertian good corporate

governance sebagai berikut:

“Bentuk hubungan antara manajemen suatu perusahaan, board of directors,
pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Hubungan ini meliputi berbagai
aturan dan insetif terbentuknya struktur dan tujuan perusahaan yang pasti, dan

cara mencapai tujuan serta pengawasan kerja perusahaan”.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Tinjauan Peneliti Terdahulu

No | Nama Penulis Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1 | Tiara Delfi Pengaruh efektifitas a. Efektifitas Pengendalian
(2014) pengendalian internal pengendalian internal kecurangan

dan kesesuain Internal akuntansi(Negatif)
kompensasi terhadap b. Kesesuain Kesesuaian
kecenderungan kompensasi kompensasi
kecurangan akuntansi  |c. Kecenderungan kecurangan
(survey pada kecurangan akuntansi (Negatif)
perusahaan BUMN akuntansi
cabang Pekanbaru)

Peneliti :

a.

2 | Ananda Pengaruh keefektifan a. Keefektifan Keefektifan
Aprishella pengendalian internal pengendalian pengendalian
Parasmita Ayu | dan kepuasan kerja internal internal
Putri (2014) terhadap kecenderungan |b. Kepuasan kerja kecenderungan
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kecurangan akuntansi c. Kecenderungan kecurangan
pada Dinas Pendapatan kecurangan akuntansi (Negatif
Pengelolaan Keuangan akuntansi Signifikan)
Aset Daerah Istimewa b. Kepuasan kerja
Yogyakarta kecenderungan
kecurangan
akuntansi (Negatif
Signifikan)
Lisa Amelia Pengaruh Keadilan a. Keadilan a. Keadilan organisasi
(2013) Organisasi dan Sistem Organisasi mempunyai
Pengendalian Internal b. Sistem pengaruh
terhadap Kecurangan Pengendalian signifikan
Internal terhadap
c. Kecurangan kecurangan
b. Sistem
pengendalian intern
mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
kecurangan.
Fransiskus Pengaruh  Keefektifan | a. Menggunakan | Penelitian sebelumnya
Randa Meliana | Pengendalian Internal, | variabel bebas | menggunakan lima
(2010) Kesesuaian pengendalian variabel independen
Kompensasi, Asimetri | internal dan satu variabel
Informasi, Ketaatan dependen dan
Aturan Akuntansi dan melakukan penelitian
Moralitas Manajemen hanya disatu
terhadap perusahaan.
Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi
Wilopo Analisis faktor-faktor a. Keefektifan a. Pengendalian
(2006) yang berpengaruh pengendalian internal perilaku

terhadap kecenderungan
kecurangan akuntansi:
studi pada perusahaan
publik dan Badan
Usaha Milik Negara di

internal
Kesesuaian
kompensasi
Ketaatan aturan
akuntansi

tidak etis
(Signifikan)

b. Pengendalian

internal
kecenderungan
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Indonesia

. Asimetri

informasi
Moralitas
manajemen
Perilaku tidak
etis
Kecenderungan
kecurangan
akuntansi

kecurangan
akuntansi
(Signifikan
Negatif)
Kesesuaian
kompensasi
perilaku tidak etis
(Tidak Signifikan)
Kesesuaian
kompensasi
kecenderungan
kecurangan
akuntansi (Tidak
Signifikan)
Ketaatan aturan
akuntansi perilaku
tidak etis
(Signifikan
Negatif)
Ketaatan aturan
akuntansi
kecenderungan
kecurangan
akuntansi
(Signifikan
Negatif)

. Asimetri informasi

perilaku tidak etis
(Signifikan Positif)

. Asimetri informasi

kecenderungan
kecurangan
akuntansi
(Signifikan Positif)
Moralitas
manajemen
perilaku tidak etis
(Signifikan
Negatif)
Moralitas
manajemen
kecenderungan
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kecurangan
akuntansi
(Signifikan
Negatif)

k. Perilaku tidak etis
kecenderungan
kecurangan
akuntansi
(Signifikan Positif)

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat ringkasan penelitian terdahulu yang
memiliki persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis. Persamaan variabel
penulis dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel independen (X) yaitu
Pengendalian Internal variabel dependen (Y) yaitu Pencegahan Fraud dalam
penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) dan Fransiskus Randa Meliana (2010).
Namun terdapat perbedaan pada variabel independen (X) yang diteliti antara penulis
dan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilopo (2006), Fransiskus Randa
Meliana (2010), Tiara Delfi (2014) dan Ananda Aprishella (2014) yaitu peneliti
terdahulu tidak meneliti system infromasi akuntansi seperti yang dilakukan oleh
penulis. Selain itu, perbedaan yang lainnya juga terlihat dari segi waktu, responden,
lokasi penelitian dan jumlah variabel independen (X) yang diteliti oleh peneliti

terdahulu.
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2.2  Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan topik permasalahan Pengaruh Sistem informasi akuntansi
dan system pengendalian internal pada PT. POS Indonesia (Persero) serta untuk
mempermudah pemecahan masalah dalam suatu penelitian ini diperlukan dasar
pemikiran, alat ukur atau landasan dari penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta,
observasi ataupun kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran memuat teori,
dalil, atau konsep-konsep dari para ahli yang dijadikan dasar dalam penelitian. Atas
dasar tersebut, peneliti akan menuangkan definisi tentang sistem informasi akuntansi,
system pengendalian internal, dan pencegahna fraud serta keterkaitan antar variabel
menurut ahli.

Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:72) mengemukakan
bahwa:

“Sistem informasi akuntansi (SIA) dapat didefinisikan sebagai kumpulan

(integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang

saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi

informasi keuangan.”

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut COSO (2013:3) yaitu:

“Internal control is a process, effected by an entity’s boar of directors,
management, and other personnel, designed to providen reasonable
assurance regarding the achievement of objectives relating to operations,
reporting, and compliance.”

Adapun definisi Pencegahan fraud menurut Pusdiklatwas BPKP (2008:37)
merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud

(fraud triangle) yaitu:
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“1. Memperkecil peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat kecurangan.
2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi
kebutuhannya.
3. Meminimalisasi alasan untuk membuat pembenaran atau rasionalisasi atas
tindakan fraud yang dilakukan.”

Libramawan (2014) menjelaskan bahwa salah satu risiko yang mempengaruhi
pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah kerentangan terhadap terjadinya
kecurangan (fraud). Sebab itu jika pada suatu perusahaan sedang terjadi tindakan
fraud yang cukup material, maka dapat dikatakan organisasi tersebut sedang
mengalami kegagalan good corporate governance (GCG). Dalam upaya menghindari
terjadinya fraud yang material seperti itu, diperlukan penerapan praktik good
corporate governance. Penerapan good corporate governance sendiri memerlukan
fondasi yang cukup kuat dan didukung oleh pilar yang kokoh untuk memastikan
bahwa perusahaan dapat menghadapi fraud.

Menghilangkan perilaku tidak etis manajemen serta kecurangan hendaknya
dilakukan dengan mengefektifkan pengendalian internal, termasuk penegakan
hukum, perbaikan sistem, pengawasan dan pengendalian, serta pelaksanaan good
corporate, baik di swasta maupun di pemerintahan. Menurut Karni (2000:38) Faktor
pendorong atau indikasi terjadinya kecurangan dapat timbul yang diakibatkan
lemahnya atau tidak memadainya pengendalian intern perusahaan, tekanan keuangan

terhadap seseorang, tekanan nonfinansial, dan indikasi lainnya.
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2.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pencegahna Fraud

Organisasi menggantungkan diri pada sistem informasi untuk dapat
berdaya saing. Produktivitas sebagai faktor yang penting untuk mempertahankan
daya saing perusahaan dapat ditingkatkan dengan sistem informasi yang baik.
Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang benar maka manajemen dalam
organisasi perusahaan dapat mengevaluasi hasil dari suatu operasi atau suatu
kegiatan apakah berjalan dengan efektif dan efisien. Sistem informasi akuntansi
merupakan suatu sistem informasi dalam sebuah perusahaan yang bertanggung
jawab untuk menyiapkan informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan
pengolahan data transaksi yang berguna bagi semua pengguna baik di dalam
(internal) maupun di luar (ekstenal) perusahaan. Sistem informasi akuntansi (SIA)
dapat juga digunakan sebagai pedoman dalam penugasan dan wewenang bagi
sumber daya manusia yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan tersebut,
sehingga dapat berjalan sesuai prosedur.

Sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2013:72) mengemukakan
bahwa:

“Sistem informasi akuntansi (SIA) dapat didefinisikan sebagai kumpulan

(integrasi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun nonfisik yang

saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis untuk

mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi
informasi keuangan.”
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Sistem informasi akuntansi juga susunan berbagai dokumen, alat komunikasi,
tenaga pelaksana, dan berbagai laporan yang didesain untuk mentransformasi data
keuangan menjadi informasi keuangan Kepercayaan terhadap sistem informasi
akuntansi yang baru mencerminkan sikap pemakai individu tentang keyakinan bahwa
sistem informasi akuntansi yang diterapkan saat ini memang lebih baik dengan sistem
sebelumnya. (Wijayanto dalam Mardi (2011:10).

Selain itu, sistem informasi diharapkan memberikan informasi yang
dibutuhkan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Untuk itu, suatu
sistem informasi akuntansi dalam memenuhi fungsinya harus mempunyai tujuan-
tujuan yang dapat memberikan pedoman kepada manajemen dalam melakukan
tugasnya sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna, terutama
dalam menunjang perencanaan dan pengendalian. Sistem informasi akuntansi
memiliki peranan yang cukup penting dalam perusahaan. Sistem informasi akuntansi
dalam perkembangnya harus selalu mendapatkan pengawasan dan pengendalian
intern yang ketat, karena setiap informasi yang dihasilkan akan sangat berpengaruh
terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Untuk itu sistem informasi akuntansi
mendapatkan pengawasan dalam setiap kegiatan perusahaan, apakah sudah berjalan
sesuai prosedur atau tidak, maka diperlukan pengendalian intern yang baik dan

memadai.
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Penelitian ini akan difokuskan untuk melihat sejauh mana sistem
informasi akuntansi berpengaruh terhadap pencegahna fraud dalam pelaksanaan
kegiatan aktivitas operasi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan sistem
informasi akuntansi yang dirasa penting untuk memberikan informasi yang dapat
dipercaya, serta kegiatan aktivitas yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien
dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta sejalan dengan peraturan yang telah
digariskan oleh pengendalian intern yang telah menentukan semua aturan yang
berlaku pada perusahaan.

Menurut Krismiaji (2010:36) menyatakan bahwa pengendalian (control)
merupakan proses mempengaruhi atau mengarahkan sebuah aktivitas, objek,
organisasi atau system. Dalam SIA salah satu tujuannya adalah membantu
manajemen dalam mengarahkan atau mengendalikan organisasi bisnis.

Menurut Hall (2010) dalam Khusnul Fu’ad (2015) menyatakan bahwa SIA
terdiri atas berbagai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan perusahaan untuk
mencapai tujuan umum sebagai berikut:

a. Menjaga aktiva perusahaan dari tindak kecurangan

b. Memastikan keandalan dan akurasi informasi akuntansi

c. Mendorong efisiensi operasional perusahaan

d. Mengukur kesesuaian kebijakan serta prosedur yang diterapkan pihak

manajemen.
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Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara

sistem informasi akuntansi dan Pencegahan Fraud.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud
Dalam perusahaan yang semakin berkembang, pembentukan struktur
organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Struktur organisasi yang
baik harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi antara departemen, sehingga
dapat mencegah atau mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan, karena
walaupun pengendalian intern yang baik telah dirancang dan ditetapkan tetapi
bukan berarti pengendalian intern telah ditaati. Pengendalian intern merupakan
rencana organisasi dan semua ukuran dan metode terkoordinasi yang diterapkan
dalam suatu perusahaan untuk melindungi aktiva, menjaga keakurasian dan
keterpercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan
kepatuhan terhadap kebijakan manajemen Wing Wahyu Winarno (2006:11.4).
Pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan
terjadi. Namun pengendalian intern diharapkan mampu mendeteksi indikasi
terjadinya kecurangan di dalam perusahaan dan dapat memberikan saran yang
bermanfaat bagi manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan dan dalam
pengambilan suatu keputusan. Melalui pengendalian, kecurangan dapat

dipecahkan dan dideteksi sedini mungkin oleh pihak manajemen.
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Pengendalian intern yang baik akan dapat mencegah terjadinya kecurangan.
Sebaliknya pengendalian intern yang lemah akan memberikan peluang kepada
pegawai maupun manajemen untuk bertindak curang. Pengendalian intern merupakan
bagian terpenting bagi suatu organisasi perusahaan. Salah satu cara untuk
meningkatkan produktivitas adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk
mencapai efisiensi kerja ini, salah satu alat pengukurnya adalah mencegah dan
mengatasi kecurangan. Dimana untuk mencegah dan mengatasi kecurang itu di
perlukan pengendalian intern.

Amin Wijaya (2012:2) mengemukakan pengertian fraud adalah bahwa suatu
item tidak dimasukan sehingga menyebabkan informasi tidak benar, apabila suatu
kesalahan adalah disengaja maka kesalahan tersebut merupakan farud. Fraud
sebagaimana yang umumnya dimengerti dewasa ini, berarti ketidak jujuran dalam
bentuk suatu penipuan yang disengaja atau suatu kesalahan penyajian yang
dikehendaki atas suatu fakta yang material.

Tindakan fraud dapat dicegah dengan cara menciptakan budaya kejujur dan
etika yang tinggi, tanggung jawab dari pihak manajemen, serta adanya
pengawasan oleh komite audit perusahaan. Pencegahan fraud menurut
Pusdiklatwas BPKP (2008:37) merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan
terjadinya faktor penyebab fraud (fraud triangle), yaitu:

1. “Memperkecil peluang terjadinya kesemptan untuk berbuat kecurangan.

2. Menurunkan tekanan kepada pegawai agar ia mampu memenuhi
kebutuhannya.
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3. Mengeliminasi alasan untuk membuat pembenara atau rasionalisasi atas
tindakan fraud yang dilakukan Sehingga dengan adanya tujuan sistem
pengendalian internal bahwa dapat menjaga keandalan pelaporan
keuangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian internal dapat
membantu  perusahaan dalam pencapain tujuan karena sistem
pengendalian internal dapat memperkecil kesalahan-kesalahan dalam
penyajian data akuntansi, sehingga akan menghasilkan laporan yang
benar, melindungi atau membatasi kemungkinan terjadinya kecurangan
dan penggelapan-penggelapan, kegiatan organisasi dapat dilaksanakan
dengan efisien.”

Pengendalian intern merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi
aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya
informasi akuntansi perusahaan yang akurat. Menurut Tuanakota (2007) dalam
Gusnardi (2012) ada ungkapan yang secara mudah ingin menjelaskan penyebab atau
akar permasalahan dari fraud. Ungkapan itu adalah: fraud by need, by greed, and by
opportunity. Ungkapan tersebut diartikan jika kita ingin mencegah fraud,
hilangkanlah atau tekan sekecil mungkin penyebabnya.

Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan mengaktifkan internal control,
internal control yang aktif biasanya merupakan bentuk internal control yang paling
banyak diterapkan. la seperti pagar-pagar yang menghalangi pencuri masuk
kehalaman rumah orang. Seperti pagar, bagaimanapun kokohnya tetap dapat
ditembus oleh pelaku fraud yang cerdik dan mempunyai nyali untuk melakukannya.

Pengendalian internal berperan penting dalam menekan suatu peluang yang

dapat menciptakan terjadinya fraud. Hal ini dikemukakan oleh Tunggal (2013:13)

sebagai berikut:
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“Ketika kecurangan dilihat dari segi perspektif penilaian risiko Kkita dapat
katakan kondisi tertentu dari manusia dan kondisi lingkungan utama yang
meningkatkan tingkat tekanan untuk kecurangan salah satunya adalah
pengendalian internal tidak cukup, tidak ada, kelemahan, kecerobohan dalam
melakukan pengendalian”.

Adapun hal senada dengan hasil penelitian Lisa Amelia (2013) melakukan
pengujian untuk mengukur sejauh mana pengendalian intern berpengaruh terhadap
pencegahan kecurangan. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan terhadap kecurangan, semakin baik penerapan sistem pengendalian intern
yang diterapkan dalam organisasi perusahaan maka akan semakin menekan rendah
tingkat tindakan kecurangan yang akan terjadi pada perusahaan tersebut.

Lisa Amelia (2013) melakukan pengujian untuk mengukur sejauh mana
pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasilnya
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan,
semakin baik penerapan sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam organisasi
perusahaan maka akan semakin menekan rendah tingkat tindakan kecurangan yang
akan terjadi pada perusahaan tersebut. Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat keterkaitan antara system pengendalian internal dan pencegahan
fraud.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan keterkaitan antara variabel sistem
informasi akuntansi dan system pengendalian internal dengan penceghan fraud maka
dapat dirumuskan paradigma mengenai pengaruh sistem infromasi akuntansi dan
system pengendalian internal terhadap penceghan fraud bagan kerangka pemikiran,

sebagai berikut:
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Sistem Informasi Akuntansi

Komponen Sistem Informasi Akuntansi:
1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat Lunak (Software)

Manusia (Brainware)

Prosedur (Procedure) N

Basis Data (Database)

o oA wN

Jaringan Komunikasi Pencegahan Fraud

(Communication Network)
Tata Kelola Pencegahan Fraud:

(Azhar Susanto:2013) 1. Budaya Jujur dan etika yang tinggi

2. Tanggungjawab manajemen untuk

mengevaluasi pencegahan fraud

Sistem Pengendalian Internal X )
3. Pengewasan oleh komite audit

Pengendalian menurut COSO:

1. Lingkungan Pengendalian (Amin Widjaja Tunggal 2012)
2. Penilaian Resiko
3. Aktivitas Pengendalian d 'y
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantaun
(C0S0:2013)
Gambar 2.2

Paradigma Penelitian
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2.3 Hipotesis Penelitian
Bertitik tolak dari kerangka pemikiran tersebut diatas, peneliti mengajukan

hipotesis sebagai berikut :

Hipotesis1  : Terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap
Pencegahan Fraud.

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap
Pencegahan Fraud.

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem

Pengendalian Terhadap Pencegahan Fraud



